PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR '3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA PADANG PANJANG

bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis pada Tahun Anggaran 2005, perlu
disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang Tahun Anggaran 2005;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 962 ),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 385 1),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nompr 201, Tamt?ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023),

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

ll:eraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
ertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nown 2000 Nomor 209 blik Indonesia
Nomor 4027); , Tambahan Lembaran Negara Republ

Il:eraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
epala Daerah dan Wakj] Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indones?a Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 );

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor ),

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-
pOkf’k Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3),

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 ( Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

gﬂégg'arAar; )2005 ( Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor
eri A.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN
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Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun
Anggaran 2005 semula berjumlah Rp.159.155.176.876,24 bertambah
Rp.4.266.645.331,02 sehingga menjadi Rp.163.421.822.207,26 dengan rincian

sebagai berikut :
1.  Pendapatan
a.Semula  ............ Rp 124.259.867.500,-
b. Bertambah ............ Rp 2.490.751.202,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ........... Rp126.750.618.702,-
2. Belanja
a.Semula ............... Rp 143.649.002.516,-
b. Bertambah ........... Rp 10.092.312.306,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan ............. Rp. 153.741.314.822,-
Surplus /defisit setelah Perubahan ............. Rp. (26.990.696.120),-

3. Pembiayaan

A. Penerimaan
Rp 34.895.309.376,24

........ Rp 1.775.894.129,02
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan ........... Rp.36.671.203.505,26

B. Pengeluaran
a.Semula ... .. .. Rp 15.506.174.360,24
b. Berkurang ... . Rp (5.825.666.974,98)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ........ Rp. 9.680.507.385,26
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan ....... Rp.26.990.696.120,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagairpa}na dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini terdiri dari - ’

Lamp3ran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lampgran I . Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lampiran III - Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;

© Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Golongan dan
Perjabatan;

- Daftar Pinjaman Daerah,;

Lampiran IV

Lampiran V

Pasal 3

Lampi.ran-lamp'iran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Padang Panjang Tahun Anggaran 2005.
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang.

Padang Panjang
9 ep keenbsar 2005 M

Ditetapkan di
pada tanggal

fWALIKOTA ¥ G PANJANG

4 SUXR SYAM[p

Diundangkan di Padang Panjang
S

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 62 SERI A &




